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Menimbang :

Mengingat : 1.

b.

BUPATI SAMBAS,

bahwa dalam rangka pemberian hibah
penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil
bupati S-ambas yang tertib adrninistrasi, transparan
d; dapat diperianggungfawabkan {akuntabel) perlu

disusun tata cara pengangarafi, pelaksanaan'
penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan,
monitoring dan evaluasi;
bahwa ,t t rk melaksanakan maksud sebagaimana

huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatairsahaan, Pertanggungiawaban, Pelaporart,
Monitoring dan Evaluasi Hibah Pemilihan Bupati
Sambas dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2Al5;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1gS3 iembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
tgsg, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai undang-undang {Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 72 Tatl:un 1959, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 447, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor a286|;
Undang-Und.ang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
perbendaharaarl Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembafarl
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2.

J.

4.



7.

5.

6.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
perimb-angan Kiuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerinttftro Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aa56l;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemeriitahan baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 244, Tambahan

LembaranNegaraRepublikindonesiaNomor5SST}
sebagaimana 

-telah diubah beberapa kali, 
_ 

terakhir
denglan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A15 tentang
perrfbahan Kedua Atas Uadang-Undang Nomor 23

Tahun 2ol4 tentang Pemerintahan Daerah { Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58'

tairUahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679\;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
penetafan perJturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2aL4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
za|1No*o'23llsebagaimanatelahdiubahdengan
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perurbahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peiaturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor L Tahun 2Al4 tentang
pemililian Gu$rnur, Bupati, dan Walikota menjadi
undang-undang pembaran Negara Repullik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56781;
peiaturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

RepirUtit< Indonesia Tahun 2005 Nomor l4A,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a5781;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2a1o tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 172 Tah]un 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO

tentang Pengadaal Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4

ilo*o, 368, tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor5642);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentalg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagalmana telah dua kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2Afi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2ALl Nomor 31O);
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11. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2oa7

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan

umurn- Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peratulln Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2AOg tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 44 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Pengelolaan

Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah;
peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun zALt
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
sosial,-yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL tentang Pedoman
peirberian Hibah 6an Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Ripublik Indonesia Tahun 2Al2 Nornor sa0);
per-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2ol4
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O15;
peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 4 Tahun
2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun
2OO8 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 9 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan susunan organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008
Nomor 9);

12.

13.

L4.

15.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TE}ffANG TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAL{BAS DAN

WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2AL5.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. pemerintah Dabrah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah'
Bupati adalah Bupati Sambas.
Dewan Perwakilan natoyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan ralryat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahal daerah.

4. irimpinanbe*an Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD'

2.
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5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas selanjutnya disebut KPU

Kabupaten sambas adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan wakil
Bupati Sambas.

6. Panitia fengawas Pemilu Kabupaten Sambas selanjutnya disebut

Panwaslu Xabupaten sambas "a*"rt 
panitia yang dibentuk oleh

Bawaslu untuk'*.rrg**r.si penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

7.
8.

Wakil Bupati Sambas.
Kepolisian Resort selanjutnya disebut Polres adalah Polres Sambas.

Komando Daerah Mililer selanjutnya disebut Kodim adalah Kodim

Lz)zABWSingkawang. r , i i----g. Keuangan oaelah adalah semlta hak dan kewqiiban dlerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang {apat dinilai

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang

berliubungu.i d"rrgan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Anggrr"r, 

"eerrarpatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBb adalah .".r"*t u, keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetdui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD

dan ditetapkan dengan peraturan daerah'
11. Belanja nfuarr pemilihan Bupati dan w1kil Bupati sambas adalah

belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU

Kabupaten Sambas, Panwaslu Kabupaten Sambas, Polres Sambas

10.

t2.

13.

dan Kodim l2A2 ABW Singkawang.
Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan

il.*ititt*n di tingkat kecamatan atau nama lain'
panitia pemungltan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia
yang dibentuk 6t"rr xpu Kabupaten sambas untuk menyelenggarakan

Femilihan di tingkat Desa atau nama lain.
t4. Kelompok fen5lelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut

KppS adalah kel-Jmpok yang dibentuk oleh PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara'

15. Tempat Ce*,rngrrtan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan su'ara.

16. panitia Pengawas pemitu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu

Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Panwaslu Kabupaten
sambas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sambas di wilayah kecamatan'
L7. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh

panwaslu Kecamatan untuk menga\rasi penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sambas di desa atau nama lain.

18. eejlbat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

.A*uft fepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

mempunyai t rgu.* melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD aaaUfr Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang

melaksanakan Pengelolaan APBD.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran lbar.an:g.



2L. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan

aipimpin oleh Selretaris Daerah yang mempunyai tugls- menyiapkan

serta melaksanakan kebijakan Kbpala Daerah dalam rangka

pen]rusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana

baeiah, pPKD aan pe3aUrt t*irrt ya sesuai dengan kebutuhan.

22. Rencana Kerja dan Anggaran ppXO yang selanjutnye disingkat RKA-

PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badanldinas/biro
keuangan/bagian keuangan setat u Bendahara umum Daerah.

ZZ. Dokumen PeLksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya dsingkat

DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran

badan/dinas/biro i"r"rrgrr. /bag'an keuangan selaku Bendahara

Umum Daerah.
24. Hibah adalah pemberian :uarrgl barang atau jasa dari pemerintah

daerah r."p"a" pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakai a"t organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik

telah ditetapkan pJruntukarnya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, sirta belsifat sementara dan tidak terus menerus setiap

tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan penrndang-

undangan, y*rrg bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah-

25. Naskah Pedanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat rylHD adalah

naskah p"4un3i"" hibah yang bersumber dari APBD antara
pemerintah daerah dengan penerima hibah'

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengallggaran, pelaksanaan

dan fenatlr**f,"tt, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring
dan ivaluasi pemberian fribatr Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas

Tahun 2015 yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

iZi Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana

dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ?ryt (1} ditujukan

untuk meajamin terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sambas Tahun 2015.

Pasal 4

(1) pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah.

(21 Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015
diberikan kepada:
a. KPU Kabupaten Sambas;
b. Panwaslu KabuPaten Sambas;



c. Polres Sambas; dan
d. Kodim l2O2 ABW Singkawang'

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 5

(u penganggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan lrakil Bupati

Sadbas Tahun 2O15 dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas'

(2t Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan wakii Bupati sambas

sebagLimana dimaksud ayat tit diperuntukan untuk kebutuhan

meliputi:
a. Honorarium Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas,

sekretariat KPU Kabupaten sambas, Anggota Pokja KPU

Kabupaten sambas, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS,

KppS; petugas Pemutakhiran Data Pernilih, Panwaslu Kabupaten

Sambas, SJkretariat Panwaslu Kabupaten Sambas, Anggota Pokja
panwasiu Kabupaten Sambas, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat

Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan dan

Petugas Pengawas Pernilu- Lapangan di Desa' Khusus untuk
honorarium fetua dan Anggota KPU Kabupaten Sambas diberikan
sepanjang tidak duplikasi-dengan uang kehormatan berdasarkan
peraturan KPU.

b. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahanlmaterial,

.lasa pirblikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi

hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa

rumahfgedungl$ldang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan
peralatai, *rku.t *- dan minuman, perjal dinas'
pendistribusian surat suara, serta veri{ikasi dan rekapitulasi calon
pefseorangan'

(3) Stanaar p"rr"i.pro biaya penyelenggara€.n Pemilihan Bupati Sambas

dan Wakil Bupati Sambas untuk KPU Kabupaten Sambas dan
panwaslu Kabupaten Sambas tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.

t4) Standar penetapan biaya pengamallan penyelenggaraan Pemilihan

Bupati Sambas- dan Wakil Bupati Sambas untuk Polres Sambas

tercantum dalam Lampiran II Peratrrran Bupati ini'
(S) Standar penetapan biay" pengamanan penyelenggaraall Pemilihan

Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas untuk Kodim l2O2 ABW

Singkawang tercantum dalam L,ampiran III Peraturan Bupati ini'
(6) Horiorarium sebagaimana dimaksud ayat tzl huruf a ditetapkan

dengan *.*p"rti*bangkan dan memperhatikan A7.as elisiensi,
kepatutan dan kewajaran.

(Zl Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan az,as

L{i*i"rr"i, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga
yang berlaku setemPat.

Pasal 6

(1) Penerima hibah menJrusun Rencana Kebutuhan Biaya dan
rnenyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.



(2)

t3)

t1)

(2)

(3)

(4)

Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Buplti untut ditampung dalam Rencana Kerja

dan Anggaran ee3aUat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).

Usulan Hibah "sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan

disampaikan kepada" Kepala Bagian Kemasyarakatan sekretariat

Daerah KabuPaten Sambas'
(4) Usulan Hibah secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:
a. Dasar;
b. Latar beiakang;
c. Tujuan;
d. Jumlah uang;
e. Penggunaan uang;
f. Waktu Penggunaan uang.

Pasal 7

Bupati menunjuk Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan

eeilindungan Masyarakat Kabupaten Sambas untuk melakukan

evaluasi usulan hibah KPU Kabupaten Sambas'
Bupati menunjuk Kepala Kantor satuan Polisi Parnong Praja

Xabupaten Sam-bas untuk melakukan evaluasi usulan hibah Panwaslu

r<"urrir"t"n Sambas, Polres Sambas dan Kodim l2o2 ABw Singkawang'

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Katupaten Sambas dan fepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praia

Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat {2\

*"ry**paikan hasil evaluasi kepada Bupatilnelalui TAPD.

RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibahas

bersama antarJ TAPD d.engan mengikutsertakan KPU Kabupaten

sambas, Panwaslu Kabupaten sambas, Polres Sambas dan Kodim

t2O2 ABW Singkawang.
(5) Pembahasan 

"sebagaimana dimaksr'rd pada ayq! (4) untuk, 
mengevaluasi Rencala Kebutuhan Biaya Pemilihan Bupati Sambas

dan Wakil Bupati Sambas sesuai dengan standar yang ditetapkan
Bupati.

Pasal 8

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD'
RKA-PPKD 

- 
sebagaimzrna dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penganggaran friUatr dalam APBD sesuai peraturan perundang-

undangan.
Hibah bt*p" uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanjJ tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek

penerima, hasil belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada

PPKD.

(1)
(21

t3)



(u

(2\

BAB IV
PEI.AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasa1 9

(1) PPKD menJrusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD ditetaPkan.

{21 PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD

setelah rnendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasai 10

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

pemberi dan penerima hibah;
tduan pemberian hibah;
besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah;
tata. cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
tata car:a pelaporan hibah.

Pasal 11

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang
akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.
Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluranf penyerahan hibah.
Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
Penyaluran uang kepada penerirna hibah, dapat dilakukan beberapa
tahap, sesuai kesepakatan sebagaimana terdapat dalam NPHD.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran melalui rekening Bank Penerima Hibah.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) KPU Kabupaten Sambas menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Sambas.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(1)

tzl

(3)

(4)

(s)



t2l Panwaslu Kabupaten Sambas menyafiLpaikan laporan pertanggung
jawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD-d"rg*t timbusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sambas.

(3) Polres Sambas menyampaikan laporan pertanggungiawaban
penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan

lembusan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas'
(4) Kodim L2O2 ABW Singkawang meny?mpaikan laporan pertanggung

jawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati melalui PPKD

dtrg"tt tembuian Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sambas.

(5) penyampaian laporan pertanggungiawaban penggunaan belanja hibah
pemilihan nupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas sebagaimana
dimaksud padl ayat {1}, ayat(21, ayat (3} dan ayat (4} dilakukan paling
lambat 3 (tig*l bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas.

Pasal 13

pertanggungiawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah;
c. NPHD;
d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan hahwa hibah

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atau bukti pembayaran atas pemberian hibah.

Pasal 14

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterirnanya.
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima hibah berrrpa uang.
Pertanggungjarvaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a dan
b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dan SKPD terkait
meneruskan ke PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dengan
tembusan ke Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sambas.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf c
asli disimpan dan digunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan dan fotocopy disimpan SKPD terkait.
Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemiiihan
Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas masih terdapat sisa dana
hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Kabupaten Sambas, sisa
dana hibah pada Bendahara Panwaslu Kabupaten Sambas, sisa dana
hibah pada Bendahara Polres Sambas dan sisa dana hibah pada
Kodim l2O2 ABW Singkawang, wajib menyetor kembali sisa dana
hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.

(1)

(21

bahwa hibah

(s)

(4)

(s)



(6) KPU Kabupaten sambas bertanggung jawab secara fisik dan keuanganw 
terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati sambas dan wakil Bupati

Sambas yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sambas'

(7t Panwaslu K"abupaten sambas bertanggung jawab secara fisik dan

keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakii

BupatiSambas yang dikelola oleh Panwaslu Kabupaten Sambas'

(S) Polres Sambas bertinggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap

belanja hibah Pemiiihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas

yang dikelola oleh Polres Sambas.
(9) koaim t2O2 ABW Singkawang bertanggung jawab secara fisik dan

keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Bupati Sambas dan Wakii

supati sambas yang dikelola oleh Kodim 1202 ABW Singkawang.

(1)

(21

Pasal 15

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah

dalam tahun a.nggaran berkenaan.

BAB V
MONITORTNG DAN EVALUASI

Pasal 1"6

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian

hibah.
Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud ayat {1) dilakukan
pating sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
k**itl*onitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD yang
mernpunyai tugas dan fungsi pengawasan.
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan

Vang'telah disetujui, maka SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan dapat melakukan tindak lanjut pemeriksaan.
ifr"it pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaporkan
kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Apabila Pemerintah Daerah belum menganggarkan belanja hibah
Pemilihan Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas dalam APBD
tahun anggaran berkenaan, maka Pemerintah Daerah dapat
menyesuaikan anggafan mendahr.rlui Perubahan APBD dengan cara
mengUbah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun
anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun
anggaran berkenaan.
Penyesuaian arlggaran mendahului Perubahan APBD sesuai ayat (1)

diberitahukan kepada DPRD.

(3)

{4\

(s)

(1)

{21



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangall

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 APril 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI T}IIIHARDI ALItrI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 17 APril 2015

SEKRETAzuS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan AslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN

MARIANIS
bina (IVla)

NrP. 19640rL2 200003 1 003



LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAi,

TtrNTANG

PERATURAN BUPATI SAMBAS

10 TAHUN 2015

i7 APRTL 2015

TATA CARA PENGANGGARAN, PEL"q.KSANAAN, PENATAUSAHAAN'

PERTANGGUNGJAWABAN, PEI-APORAN, MONITOzuNG DAN

EVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI

SAMBAS TAI]UN 2015

N PEMILIHAN

PEMILIHAilBUPATIsAMBAsDANWAKILBUPATISAMBAS
UNTUK KPU I{ABUPATEN SAMBAS DAIIT PANWASLU KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015

masa kerja Paling
lama I trulan

sda

sda
sda
sda
sda

sda

masa kerja Paling
lama 3 bulan

sda
sda

sda

masa kerja paling
iama 8 bulan

sda

sda

masa kerja paling
lama 2 bulan

sda
sda

sda

5,OOO,OOO.00

4,500,0o0.00

2,000,0o0.00
1,250,ooo.oo
1,OOO,OO0.OO

750,000.00

500,000.00

300,000.00
250,OOO.OO

200,000.00
1s0,000.00

1,250,OOO.OO

1,OOO,OOO.OO

800,00o.00
600,000.oo
500,o00.00

500,000.00
400,0o0.00

400,000.00
300,000.00

300,000.o0

400,ooo.oo
300,000.00

200,000.00

org/bln
org/bln

org/b1n
org/bln
org/hln
orglbln
orglbln

org/bln
org/bln
orglbln
org/bln

org/bln
org/bln

org/bln
org/bln
orglbln

org/b1n
orglbln

org/bln
orglbln

orgltrln

orgl paket
org/ paket
org/ paket

1 org

4 org

1 org

4 org
1 org

8 org

5 org

1 org
1 org

1 org
7 org

1 org
4 org

Sekretariat KPU KabuPaten

a. Sekretaris
b. Kasubag
c. Bendafrara

d. Peiaksana

e. Tenaga Pendukung

Anggota Pokja KPU KabuPaten

a. Pengarah
b. Ketua
c. Sekretaris

d. Anggota

Panitia Pernilihan Kecamatan (PPK)

a. Ketua
b. Anggota

Sekretariat Panitia Pemilihan

i{ecamatan (PPK)

a. Sekretaris
b- Bendahara
c. Anggota

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Ketua

b. Anggota

Panitia Pemungutan

a. Sekretaris
b. Urusan Teknis

Penyelenggaraan

c. Urusan TU Keuangan

Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS)

a. Ketua
b. Anggota
c. Linmas



masa keda Paling
la:rra2 buian;

dapat lebih dari satu

orang sesuai dengan

rasionaiisasi jumlah
pemilih

masa kerja Paling
lama 1 bulart

masa kerja Palirlg
lama 8 Lrulan

scla

masa kerja Paling
lama 8 bulan

sda

sda
sda
sda

masa kerja Paling
lama 2 bulan

sda
sda
sda

masa kerja paling
lama 8 bulan

sda

masa kerja Paling
lama 8 bulan

sda
Sda

masa kerja Paling
lama 2 bulan

sda
scla

sda

300,000.00
100,000.00

300,000.00

40o,ooo.oo

200,000.00

5,OO0,O00.oo

4,50O,OOO.0O

2,OOO,OOO.OO

1,000,0o0.00
500,o00.00

250,OOO.OO

200,000.00
150,000.O0

i,250,ooo.oo
1,OO0,Ooo.oo

500,o00.00
400,ooo.oo
250,O00.O0

200,000.00
150,000.00
100,ooo.oo

org/b1n
orglbln

orgjbln

org/bIn
orglbln

org/bln
org/bkr

orglbln
org/b1n
orglbln

orglbln
org/bln
orglbln

org/bln
org/bln

orglbln
orglbln
org/bin

org/bln
orgT'b1n

org/bln

Petugas Pemutakhiran l)ata

Pemiiih (PPDP) :

a. Honor
b. TransPortasi lokal

Petugas rekrutmen calon anggota

PPK dan PPS kecamatan

a. Honor

a. Tingkat KabuPaten

b. Tingkat Kecamatan

Panwaslu l(abuPaten

a. Ketua
b. Anggota

Sekretariat Panwaslu

a. Sekretaris
b. Bendahara

c. Tenaga Pendukung

Kabupaten
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota

Panwaslu Kecamatan
a. Ketua
b. Anggota

Panwaslu Kecamatan

a. Sekretaris
b. Bendahara

c. Tenaga Pendukung

Anggota Pokja Panwaslu

Kecarnatan
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Anggota



masa kerja Paling
iama 2 bulartPetugas Pengawas Pemilu

Lapangan di Desa (PPL)

BUPATI SAMBAS,

TTD

.,ULIARTI IEUIIARI}I ALWI

Salinan Sesuai Dengan AsiinYa

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUN,ANG-UNDAry

MARIANIS
Pembina I {lVla|

NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN II
NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI SAMBAS

10 TAHUN 2015

17 APRIL 2015

TATA CARA PtrNGANGGARAN, PEI-AKSANAAN' PENATAUSAHIV\N'

PERTANGGUNGJAWABAN, PE]-APORAN, MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH PEI\{ILIHAN BUPATi SAMBAS DAN WAKIL BUPATI

SAMBAS TAHUN 2015

STAI{DAR PENETAPAN BIAYA P.U;N(iAIYIA$AN T,

PEMILIHANBuPATIsAMBAsDANWAKILBuPATIsAeIBAsUIYTUKPoLREsSAMBASTAHUN2oIS

"* metryesuaikil dengar huga Bi3M

i yang riikeluarkan oleh

5,000.00
2.OOO.00

50,000.00

1,000,000.00

4,500,000.00

100,000.00

150,000-oo

75.000.00

org/hr
org/'hr

org/jm

Kasus

Pkt

Pkt

buah

org/hr

U*g S^ku untuk Kegiatm

/PenYafipaim dan
Paslon,/Penlusunan DPT/Mau

Pernungutal Suara/Penetapan dm
Terpilih/i3KO Dalmas dan Ftrimoh

/Dukungan Kodat Ka OPs Res

Dma Satuan untuk Kegiatat

/Penyampaian dan

Penjrusunm DPI'/Masa Km
ungutan Suara/PenetaPan dm

TerpilihTBI(O Dalmas dm Brimob

ukungm Kodal Ka OPS Res

Jaffi Angkut untuk Kegiatm Masa Kmpmle/
Pemungutd SuaIa/Penetapil daD

Terpitih

Kodal untuk Kegiatar Nlas Kampmve/

Tertang f Pemungutan Sutra/ Pcnetapan (1an Pengum

Biaya Makan il4inum untuk Kegiatm

Penlusunm DPT/Gela Pasukan/

/Nias Tenang/Pemungutan Sura/
Pengumumm Calon Terpilih/Lat

/Konsolidasi/BKO Dalmas dan Brimol:

I{alba/l)ukungm Kodal Ka OPs Res

Bek Kes untltk Kegiatan

Penyanpaim dan
Penlusunm DPf /lvlasa I<mpmye/

Terpilih/Dukungan I(odal Ka Ops Res

PANEI, DAN PANEL DATA OPERASI :

Posko dm Panei Data Polres

Posko der Pmel Data Potsk Jajarm

BUPATI SAMBAS,

T?D

JIITIARTI DJIIHARDI ALIII
Salinan Sesuai Dengan AslinYa

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERU

MARIANIS
bina / (rvi a)

NrP. 196401i2 200003 1 003



LAMPIRAN IiI
NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BiJPATI SAMBAS

10 TAHUN 2015

i7 APRIL 2015

TATA CARA PENGANGGAfu\N, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNGJAU/ABAN, PELAPORAN, MONITOR]NG DAN

trVALUASI HIBAH PEMILIHAN BUPATI SAMBAS DAN WAKIL BUPATI

SAMBAS TAHUN 2015

BUPATI SAMBAS,

?TD

JULIARTI I}'I'HARDI ALWI

Sa-linan Sesuai Dengan AslinYa

DAN PERU

MARTANIS
bina / (Iv/a\

NrP. 19640112 200003 1 003

}AMANAI{ PEISTELENGGARAAN

PEMTLIHA!{ BUPATT SAIIBAS DAI{ WAKIL BUPATI SAItrBAS UNTUK KODIM L2O2 ABVT SII{GI(AWANG TAHUN 2015

* menyesuaikm dengm htrga BBM

Resmi vmg dikelualkar oleh
Pemerintah

10.000.00

15,OO0.O0

200,oo0.00

I org

1 org

1

org/hr

org/hr

hari

KEPALA BAGIAN HUKUM


